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DESENTRALISASI TERHADAP 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
ALAM DI INDONESIA 
Anang Dony I r aw a n,  S.H. ,  M.H.  
 

 

8.1. Pendahuluan 
Indonesia memiliki limpahan sumber daya alam (SDA) yang 

beragam pada tiap daerah, turun-temurun dimanfaatkan untuk 

menyokong perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia 

dengan sokongan SDA menjadi pembuktian bahwa Pemerintah 

Indonesia senantiasa berusaha memajukan Indonesia, sehingga 

fungsi dari hadirnya Pemerintahan dapat terpenuhi, yaitu fungsi 

pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan 

(Septianda, 2024). Adanya reformasi tahun 1998 telah membuka 

”kran” bagi kalangan masyarakat dalam mengekpresikan 

kebebasannya di berbagai bidang. Tidak pernah diduga, bahwa 

gelombang reformasi diawal tahun 1998 yang lalu telah meruntuhkan 

dan meluluh lantakan kekuasaan politik otoriter orde baru. 

Paradigma kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari 

pemerintahan baru terkesan secara ikhlas bergeser dari ”orientasi 

negara” dan ”berbasis produksi” ke arah ”orientasi kerakyatan” dan 

”berbasis ekosistem” (Fadli, 2008). 

Atas Prakarsa dari Presiden B.J. Habibie, lalu Pemerintah pun 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dimana Presiden memberikan wewenang 
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penuh pada Pemerintah Daerah, kecuali urusan politik luar negeri, 

pertahanan, peradilan dan moneter. Tentu saja keputusan itu 

disambut antusias dengan terbentuknya daerah otonomi baru, yaitu 

7 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 26 Kota (Kulsum, 2024). Dengan 

lahirnya Undang-Undang tersebut sebagian masyarakat 

memaknainya sebagai lahirnya tonggak ”kekuasaan baru” yang 

berada di setiap daerah. Bahkan sebagai pertanda runtuhnya 

dominasi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang saat 

Orde Baru cenderung otoriter tanpa terkecuali, termasuk pada 

kebijakan-kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber 

daya alam yang ada di daerah. Pemerintahan yang otoriter terkesan 

anti kritik dan koreksi dari rakyat, dengan sifatnya yang sentralistik 

dengan memegang peran utama dalam setiap kebijakan yang dibuat. 

Upaya Indonesia untuk membuat pemerintahan daerah yang 

ideal telah dimulai sejak pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, 

sebelum adanya amandemen, yang menjelaskan pembagian daerah 

Indonesia dan sistem pemerintahan Negara Indonesia. Berbagai 

Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, menunjukkan dinamika pengaturan Pemerintahan Daerah di 

Indonesia (Nurfurqon, 2020). 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 

angka 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN 

DAERAH, 2004). 
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Dengan berlakunya undang-undang otonomi yang baru tahun 

2014, peran Pemerintah Daerah lebih luas, nyata, dan bertanggung 

jawab. Pemerintah daerah harus memiliki penghasilan yang cukup 

dan sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung 

jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah karena perimbangan 

tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Akibatnya, masing-masing daerah diharapkan dapat maju, 

mandiri, sejahtera, dan kompetitif dalam pelaksanaan pemerintahan 

dan pembangunan daerahnya (Faisal & Nasution, 2016). Memang 

harapan dan kenyataan tidaklah akan selalu berjalan beriringan.  

Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap pelaksanaannya juga berjalan dengan 

baik. Namun ketidaktercapaian harapan itu nampaknya mulai terlihat 

dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak 

permasalahan yang mengiringi berjalannya pelaksanaan otonomi 

daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus 

dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi 

daerah dapat tercapai sebagai amanat dari reformasi di tahun 1998 

dimana salah satu agenda Reformasi di bidang pembagian kekuasaan 

antara pusat dan daerah adalah otonomi daerah diperluas 

(Verelladevanka Adryamarthanino, 2022). Dengan desentralisasi di 

daerah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan 

sosial di seluruh wilayah Indonesia. Desentralisasi juga telah 

mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur di banyak 

daerah. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk 

mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas lokal (Santina, 

2024). 

 

8.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia 
Terkait otonomi daerah, dalam Sidang MPR Tahun 2000, telah 

diterbitkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang 
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Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

(Rauta, 2023). Adanya Tap MPR tersebut diterbitkan karena adanya 

kondisi penyelenggaraan otonomi daerah di era Orde Baru yang 

belum dilaksanakan sebagaimana harapan, sehingga masyarakat 

menganggap bahwa otonomi daerah gagal dilaksanakan dan tidak 

mencapai apa yang telah ditetapkan. Sebagaimana tujuan otonomi 

daerah, desentralisasi juga mempunyai tujuan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol 

masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Secara 

teoritis, desentralisasi atau otonomi daerah merujuk pada sistem 

distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (territory) dimana ada 

kekuasaan (power) dan kewenangan (authority). Politik desentralisasi 

mensyarakatkan  pembagian wilayah negara ke dalam daerah yang 

dibarengi pembentukan institusi administratif dan politis (Kulsum, 

2024). Kalau dilihat dalam perspektif negara kesatuan, otonomi 

daerah dipandang sebagai instrument untuk mencapai tujuan 

bernegara dalam “nation unity” yang demokratis (democratic 

government) (Guntoro, 2021). 

Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata 

otonomi berasal dari kata ”autos” yang memiliki arti ”sendiri”, kata 

kedua berasal dari kata ”nomos” yang memiliki arti ”aturan”. 

Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, 

memerintah sendiri atau mengatur (Fauziyah, 2019). Otonomi sendiri 

mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan 

kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau 

kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus 

dipertanggungjawabkan (Azikin, 2018). Sedangkan desentralisasi 

menurut M. Turner dan D. Hulme adalah transfer/pemindahan 

kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada 

masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Sementara desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan-
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kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan 

administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah (Ridhuan, 2019). Implementasi dari desentralisasi saat ini 

telah menjadi asas penyelenggaraan dalam pemerintahan yang 

diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di 

setiap negara (Azikin, 2018).  

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu 

menyangkut persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan 

dengan adanya pendelegasian atau penyerahan atas wewenang dari 

Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada 

lembaga-lembaga pemerintah yang ada di daerah untuk menjalankan 

urusan-urusan pemerintahan di daerah (Redaksi, 2012). Pelaksanaan 

otonomi daerah menyangkut ”nasib” dari orang banyak yang ada di 

daerah tentunya, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, 

kemasyarakatan, hingga pada kehidupan demokrasi masyarakat di 

suatu daerah. Terutama bisa terwujudnya ketahanan daerah sebagai 

sumber dari ketahanan nasional agar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tetap terjaga dan terpelihara keutuhannya, tidak ada yang 

bisa menggangunya dalam bentuk apa pun. 

Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan 

dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan 

hukum (legal order), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut 

berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara (Hasanal 

Mulkan, 2023). Dengan pemerintahan daerah yang kuat dan efektif 

menjadikannya memiliki keleluasaan dalam menetapkan 

kelembagaan personel   keuangan. Desentralisasi merupakan sebuah 

teori dari bagaimana proses pendistribusian kewenangan dan urusan 

pemerintahan dalam organisasi yang bernama Negara. Dalam hal ini 

”kewenangan” adalah esensi dari desentralisasi sekaligus menjadi 

instrumen yang menentukan konstruksi elemen dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi 
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daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan inelnperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 

lnuncul dalaln inasyrakat. Daerah memiliki kewenangan seperti 

kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan dan pelayanan 

publik. 

Sistem pemerintahan desentralisasi menciptakan implikasi 

berupa otonomi daerah sebagai sistem ketatanegaraan yang 

dianggap ideal. Salah satu tujuannya mendekatkan masyarakat pada 

proses partisipasi, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, 

pemerataan pembangunan dan pengambilan kebijakan dan 

kebijaksanaan di tingkat lokal bagi terwujudnya pembangunan 

Indonesia. Desentralisasi tidak sekedar pembagian wewenang atau 

penyerahan urusan pemerintahan negara dalam hubungan pusat-

daerah, juga pembagian kekuasaan  (division of power) untuk 

mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dalam hubungan 

pusat daerah. Hal itu mendorong partisipasi masyarakat daerah dan 

proaktif mengambil prakarsa dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya sendiri. Desentralisasi juga menjadi kata kunci 

ketika berbicara tentang pemekaraan atau penataan wilayah, hal itu 

merefleksikan kemajemukan, keberagaman dan demokrasi.  

Terkait hal itu otonomi daerah menjadi kata yang sejalan dengan 

desentralisasi bahkan istilah kedua istilah tersebut sering digunakan 

secara bergantian. Konsep desentralisasi merupakan bentuk 

hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam suatu negara. 

Desentralisasi adalah ’internalising cost and benefit’ untuk people, 

bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, itulah 

esensi yang terpenting dari sebuah jargon ’desentralisasi’ 

(Simanjuntak, 2015). 
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8.3. Prinsip Pelaksanaan Desentralisasi   
Praktik desentralisasi saat ini mengarah pada praktik otonomi 

daerah menuju sentralisasi gaya baru, munculnya korupsi gaya baru 

dan dinasti politik yang ada di tingkat lokal. Adanya sistem 

rekruitmen pada pejabat pemerintah daerah yang belum 

mencerminkan lahirnya pemimpin lokal yang berkualitas. 

Pelaksanaan Pilkada secara langsung telah menghabiskan biaya 

politik yang tidak sedikit yang kemudian justru melahirkan pemimpin 

daerah ”karbitan” dan instan penuh dengan pencitraan dalam 

kenyataannya. Sehingga, potensi atas perilaku korupsi menjadi 

sangat besar karena harus kepala daerah yang terpilih akan berupaya 

untuk mengembalikan modal politik yang telah dipakai pada saat 

kampanye pilkada, ditambah lagi pasangan calon kepala daerah 

banyak ditentukan oleh partai politik (Hasanal Mulkan, 2023).  

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melakukan 

restrukturisasi otonomi daerah pada penyelenggaraan otonomi 

daerah dengan mengembalikan otonomi seluas-luasnya dengan 

pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus memiliki otoritas lokal 

dalam memiliki aparatur yang mumpuni dan sarana yang dibutuhkan 

untuk memenuhi tanggungjawabnya. Kekurangan pembiayaan di 

daerah akan berkecenderungan memanfaatkan kekuasaan dan 

wewenang untuk mengeksploitasi rakyat secara ekonomis. 

Wilayah Indonesia sangatlah luas yang terbagi menjadi pulau-

pulau, termasuk didalamnya terdapat beraneka suku bangsa, lalu 

disatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang pada lambang 

negara Burung Garuda terdapat pada pita putih yang dicengkeram 

dikakinya. Dengan tercapainya kesepakatan kompromi dari pemikiran 

Soekarno mewakili pandangan yang cenderung unitaris, sementara 

Moh. Hatta mengusung pandangan federalis dengan penetapan 

Indonesia sebagai negara kesatuan (sesuai Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945) 
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dengan prinsip Desentralisasi (sesuai Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945) 

(Hariri, 2024). Karena luasnya wilayah Republik Indonesia yang 

terbagi ke dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam 

menjalankan pemerintahan, prinsip desentralisasi atau otonomi 

daerah yang didasarkan maka prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan pada Pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945 sebelum perubahan (Santoso, 2009).  

Prinsip dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Mandiri, 

2006) amandemen mengenai pemerintahan daerah, lebih sesuai 

dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai 

satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, karena 

pasal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, 

Walikota semata-mata hanya sebagai penyelenggara otonomi di 

daerah, walaupun ini tidak berarti pembentukan satuan 

pemerintahan dekonsentrasi di daerah menjadi terlarang. Sepanjang 

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, satuan 

pemerintahan pusat dapat membentuk satuan pemerintahannya di 

daerah, dalama rangka penyelenggaraan pemerintahan (Redaksi, 

2012). 

Dengan adanya otonomi daerah dapat mengurangi beban dari 

pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, 

termasuk dapat mendorong kerjasama antar daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi bukanlah sebuah 

proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan 

(kedaulatan yang terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan 

sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah 

(absolute onafhankelijiksheid) karena otonomi adalah suatu proses 

untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa 

berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki (Fauzan, 

2006). Mengapa demikian ? Karena melihat kondisi geografis antar 
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daerah yang berbeda dengan potensi wilayah dan Sumber Daya 

Manusia yang berbeda pula, tentu akan sangat membantu dalam 

mempererat hubungan antar daerah dalam ”menyokong” adanya 

ketahanan nasional yang kuat. Kesejahteraan Rakyat dalam asas 

desentralisasi ini bagi pemerintah daerah diberikan ruang untuk 

melaksanakan kerjasama antar daerah yang diatur dalam keputusan 

Bersama (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022). 

Adanya desentralisasi yang diterapkan di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia diperlukan adanya inovasi dan kreativitas di 

masing-masing daerah untuk memakmurkan daerahnya (Kurniawan, 

2018). Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga 

dapat diserahi kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan 

(medebewind). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-

undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (vorderen) 

dalam rangka tugas pembantuan (Hasanal Mulkan, 2023). Tentu 

dalam pembuatan hukum (peraturan perundang-undangan) baru 

maupun  dengan penggantian hukum lama (politik hukum) agar 

dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan 

hakiki hukum tersebut (Irawan & Prasetyo, 2022). Pancasila selaku 

asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan 

(Luhukay, 2022). Pancasila sebagai landasan hukum tertinggi dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah kunci 

untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

8.4. Dampak Desentralisasi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya 
Alam 
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan Ketetapan 

MPR dari komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-

undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber 

daya alam (Asnah, 2023). Desentralisasi dan otonomi daerah adalah 
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suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

(Luhukay, 2022). Secara konseptual, kebijakan Otonomi Daerah 

sangat ideal baik secara politik, ekonomi maupun administrasi 

pemerintahan serta mampu menjadi alat pemersatu dalam menjaga 

keutuhan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Faisal, 2013). 

Otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi adalah sebagai upaya 

nyata merespon atas tuntutan masyarakat terkait dengan isu sharing 

power, distribution of income, dan empowering. Kebijakan 

desentralisasi dan pemberian otonomi dalam lingkup yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab adalah upaya nyata empowerment 

manajemen dan administrasi pemerintahan daerah (Gusnar Ismail, 

2022). Dalam perkembangannya, timbulnya kekuasaan yang tidak 

seimbang dari segi politik, dimana kekuatan politik hanya akan 

terpusat kepada suatu golongan tertentu (Basri & Dony Irawan, 

2023).  

Pada dasarnya istilah sumber daya merujuk pada sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia, 

atau input-input bersifat langka yang dapat menghasilkan utilitas 

(kegunaan/kemanfaatan) baik melalui proses produksi maupun 

bukan, dalam bentuk barang dan jasa (Sigit Sapto Nugroho, Yulias 

Erwin, 2019). Setelah melalui perjalanan panjang, terutama pada 

tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah mulai dikembalikan lagi 

kepada pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah yang 

kehilangan kewenangannya dalam mengelola Sumber Daya Alam  

yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, karena 

kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam diberikan kepada 

provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, 

bahkan langsung kepada Pemerintah Pusat. Situasinya semakin buruk 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
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Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menambah kegelapan 

atas prinsip desentralisasi sebagai salah satu amanat dari reformasi 

dan Konstitusi (Hariri, 2024). Padahal dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 

TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2014) Pemerintah 

Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola tambang batu 

bara. Kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam 

memenuhi kesejahteraan dalam keadilan dengan bidang lingkungan 

hidup dimana otonomi daerah seharusnya bermakna sebagai: 

(Luhukay, 2022) 

a) Penyesuaian kebijakan pengelolaan sumber daya alam lingkungan 

yang sesuai dengan ekosistem setempat.  

b) Menghormati kearifan adat masyarakat yang sudah 

dikembangkan masyarakat. 

c) Mengelola daya dukung lingkungan setempat dan menjauhi cara-

cara yang dapat menghancurkan ekosistem dengan eksploitasi 

yang berlebihan. 

d) Tumbuhnya ketertiban secara aktif masyarakat dan penduduk 

setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam 

pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup.  

e) Semakin diperlukannya kesadaran mengenai adanya kesatuan 

ekologi diantara pemerintah daerah yang batas wilayahnya 

cenderung di dasarkan pada batas administratif 

Meskipun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 telah mengalihkan kewenangan dibidang pertambangan di 

bawah Provinsi, tetapi secara politis Provinsi tidak meninggalkan 

begitu saja pihak Bupati dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya, termasuk dibidang pertambangan. Pengaturan 

menyangkut perizinan, seperti halnya antara lain baik berupa 

pembaruan izin, perpanjangan maupun yang baru sebagai 
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peningkatan dari sifat kegiatan tambang, eksplorasi, dan produksi, 

hingga tahapan proses penjualannya, Provinsi melalui dinas 

pertambangan dan energinya tetap memperoleh rekomendasinya 

dari pihak Bupati setempat (Prayudi, 2016). Adanya dana 

perimbangan ini merupakan jembatan dari penyelenggaran 

desentralisasi. Dapat dikatakan bahwa penyelenggaran desentralisasi 

akan terhambat apabila dana perimbangan ditiadakan. Jangankan 

ditiadakan, alokasi maupun kelola dana perimbangan yang 

bermasalah akan menghambat pembangunan daerah (Olivia, 2020).  

 

8.5. Penutup 
Desentralisasi merupakan Upaya Pemerintah Pusat dengan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat 

mensejahterakan rakyatnya. Tidaklah mungkin Pemerintah Pusat 

dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan sistemnya yang 

sentralistik tanpa memperhatikan kondisi di masing-masing daerah 

yang belum tentu mempunyai kesamaan satu dengan lainnya. 

Apalagi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki 

daerah. Tentu dalam membangun daerah juga diperlukan dana yang 

tidak sedikit demi suatu kesejahteraan yang dapat dirasakan di 

daerah. Tentu diperlukan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

atas hasil pengelolaan sumber daya alam. Dimana tidak sedikit 

kadangkala dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut terjadi 

konflik didalamnya. Perbedaan pendapat dan kepentingan dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam yang 

tersedia menjadi faktor atau sumber konflik yang sering terjadi. 

Apalagi pengelolaan tersebut tidak memperhatikan keberlanjutan 

lingkungan dan kurangnya penegakan hukum yang komprehensif. 
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